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ABSTRAK 
 

Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Pendidikan Militer 
Sebagai Penanggulangan Kenakalan Remaja  

Perspektif Siyasah Tanfidziyah 
 

Asy Syahid Ikhsan Quddus 
 

Skripsi ini menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat mengenai pemberlakuan pendidikan militer maupun semi-militer 
bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, sebagaimana diatur 
dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.04/KESRA. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjawab dua batasan masalah utama: pertama, untuk 
mengetahui tinjauan yuridis terhadap kebijakan pendidikan militer 
dalam penanggulangan kenakalan remaja berdasarkan hukum positif; 
kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasah Tanfidziyah 
(fiqh politik eksekutif/pemerintahan) terhadap kebijakan tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian 
kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach). Bahan hukum primer dan sekunder seperti UUD NRI 1945, 
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur fiqh siyasah 
dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum positif, kebijakan 
ini merupakan perwujudan diskresi (freies ermessen) kepala daerah 
dalam merespons realitas sosial (das sein) tingginya angka kenakalan 
remaja di Jawa Barat. Namun, terdapat kesenjangan normatif (das sollen) 
karena penggunaan instrumen Surat Edaran dinilai tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat yang kuat untuk mengatur pembatasan hak 
peserta didik. Penempatan pelajar sipil di barak militer (Kodam III 
Siliwangi) juga berpotensi menimbulkan benturan norma terkait 
jaminan perlindungan anak dan sifat pedagogis-humanis pendidikan 
nasional. Sementara dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan ini 
pada dasarnya selaras dengan asas Tasharruf al-Imam 'ala al-Raiyyah 
Manuthun bi al-Mashlahah (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada 
kemaslahatan rakyat). Kendati demikian, implementasinya harus tetap 
memenuhi kaidah tata kelola pemerintahan Islam yang mengedepankan 
keadilan dan prinsip menghindari kemudaratan (dar‟ al-mafasid), 
sehingga pola pembinaan yang diterapkan wajib steril dari tindakan 
kekerasan ala militer yang dapat mengancam tumbuh kembang fisik 
maupun psikologis anak. 
 

Kata Kunci: Kebijakan Jawa Barat, Pendidikan Militer, Kenakalan 
Remaja, Hukum Tata Negara, Siyasah Tanfidziyah 



 

 

ABSTRACT 
 

An Analysis of the Governor of West Java's Policy on Military 
Education as a Countermeasure for Juvenile Delinquency:  

A Siyasah Tanfidziyah Perspective 
 

By; Asy Syahid Ikhsan Quddus 
 

This undergraduate thesis analyzes the regional government policy in West 
Java regarding the implementation of military or semi-military training for 
students exhibiting specific behavioral issues, as regulated under the Circular 
Letter Number 43/PK.03.04/KESRA. This research aims to address two primary 
questions: first, to examine the juridical aspects of the military education policy 
as a tool to curb juvenile delinquency from a positive law stance; second, to 
evaluate the policy through the lens of Siyasah Tanfidziyah (Islamic 
administrative/executive politics).  This study employs a normative juridical 
research method (library research) using a statutory approach. Primary and 
secondary legal materials, including the 1945 Constitution, Law No. 20 of 2003 
on the National Education System, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and 
classical Islamic jurisprudence texts on fiqh siyasah, were analyzed qualitatively 
through legal interpretation. The results show that from a positive law 
perspective, the policy represents the regional executive's discretionary power 
(freies ermessen) in addressing a pressing social reality, namely the high rate of 
juvenile delinquency in West Java. However, a tension exists between das sollen 
(normative law) and das sein (empirical reality). The use of a Circular Letter as a 
regulatory tool lacks sufficient binding power to restrict student liberties, and 
placing civilian minors in military barracks (Kodam III Siliwangi) potentially 
conflicts with child protection norms and the humanistic-pedagogical principles 
of national education. From the Siyasah Tanfidziyah perspective, the policy 
aligns with the principle of Tasharruf al-Imam 'ala al-Raiyyah Manuthun bi al-
Mashlahah (a leader's policy must be oriented toward public welfare). 
Nonetheless, the execution must adhere strictly to the tenets of Islamic 
governance, which demand absolute justice, administrative precision, and the 
avoidance of harm (dar‟ al-mafasid), meaning the training must eliminate any 
harsh militaristic methods that endanger the psychological and physical well-
being of the youth.   
 
Keywords: West Java Policy, Military Education, Juvenile Delinquency, 
Constitutional Law, Siyasah Tanfidziyah. 
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